BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN
Berdasarkan temuan dan analisis yang telah penulis uraikan pada
bab IV serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis
memberikan kesimpulan pada praktik dupliksi STNK sebagai pengurang
beban pajak di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro
sebagai berikut:

1. Mekanisme Praktik pemalsuan STNK; Oknum pengguna jasa duplikat
menggunakan Surat Tanda Nomor Kendaraan duplikat untuk mobil
miliknya dengan cara memesan kepada pembuat STNK duplikat
dengan tujuan agar mobil yang dimilikinya bisa digunakan sehari-hari.

2. Menurut Hukum ‘Ekonomi Syariah praktik yang dilakukan tersebut
merubah arsip negara di mana surat yang digunakan bukan asli milik
pengguna jasa duplikat ‘dan perbuatan tersebut melanggar hukum
Islam, di mana orang islam wajib membayarkan pajak dari sebagian
hartanya selain zakat. Sedangkat praktik ini juga merupakan perbuatan
tercela dan bisa dikenakan hukuman atau ¢a zir:

B. SARAN
Dalam praktik dupliksi STNK sebagai pengurang beban pajak di
Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro penulis

memberikan saran sebagai berikut:
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1. Seharusnya kepolisian lalu lintas lebih teliti dalam melakukan razia
saat mengecek STNK, nomor plat dan jenis kendaraan tersebut.

2. Pengguna jasa duplikasi STNK Seharusnya sadar bahwa hal tersebut
tidak patut dilakukan karena dapat menimbulkan kemudharatan.
Oknum pembuat jasa duplikasi STNK seharusnya memberikan solusi
yang baik terhadap masyarakat yang terjerat masalah bukan malah
menimbulkan atau menambah problem yang berdampak negatif serta

membahayakan diri sendiri dan orang lain.
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